



1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk  
yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah 
dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia 
menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat 
menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik 
perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan 
tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat 
meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo, 
(2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana sampai saat ini  
pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, seperti yang  terjadi 
pada tahun 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa 
hampir semua jenis penerima perpajakan lebih rendah dari target. Direktoral 
Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 
219 triliun lebih rendah dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,3 triliun atau 
dalam hal ini 86% dari target yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun, 





Pemerintah selalu mengupayakan penerimaan pajak secara maksimal dan 
optimal. Namun upaya mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala  
seperti banyak yang mangkir dan memanipulasi kewajiban pajak salah satunya 
adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut Tax Avoidance 
(Budiman dan Setiyono, 2012, p.1). 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) 
menyatakan di tahun 2016 sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang 
beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 
dan Pasal 29 karena alasan merugi terus-menerus tapi perusahaannya masih eksis. 
Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir 
dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Perusahaan asing ini tidak membayar 
pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus 
Transfer Pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari 
Indonesia ke negara lain (www.liputan6.com). 
Disisi lain, Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Siti Kurnia 
Rahayu, 2010, p.15 mengatakan penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan 
sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah 
pajak yang teruatang. Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran 
pajak atau Tax Avoidance adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan 






Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah 
mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 (1999) diimplementasikan 
Dwi, 2010, p.6. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna 
derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di 
Indonesia selama satu dekade terakhir ini.  
Tujuan penggunaan instrumen keuangan derivatif adalah sebagai alat untuk 
mengendalikan risiko perusahaan yang disebabkan oleh adanya perubahan harga, 
tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Dengan instrument keuangan 
derivatif, resiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari 
atau diperkecil. 
Arum (2013, p.1) mendeskripsikan berbagai instrument derivatif yang telah 
berkembang antara lain Forward contract, Swap contract dan Option contract. 
Instrumen derivatif tersebut dapat juga digunakan untuk barang-barang komoditi 
dan surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Disamping untuk tujuan 
melindungi kepentingan pelaku bisnis atas kontrak-kontrak yang telah dibuat, 
kontrak-kontrak derivatif dapat juga dibuat semata-mata untuk tujuan 
mendapatkan keuntungan, dengan melakukan spekulasi atas perubahan tingkat 
suku bunga, kurs mata uang asing dan harga komoditi. Di sisi lain, derivatif 
keuangan juga memberikan keuntungan yang tinggi. Itulah sebabnya, banyak 
pihak yang memakai instrument derivatif untuk tujuan lindung nilai. Bahkan 
dengan lindung nilai, Wajib Pajak dapat menciptakan keuntungan melalui 





suku bunga. Oleh karena itu, pengaruh penggunaan istrumen derivatif merupakan 
fenomena menarik untuk menentukan karakter pengenaan pajak (Tax Character). 
Dalam hal pemeriksaan pajak, aparat pajak menganggap kerugian dari 
derivatif spekulatif sebagai (Deductible), padahal tidak ada aturan pajak yang jelas 
mengenai hal tersebut. Akibatnya, timbul sengketa antara aparat pajak dengan 
wajib pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009, p.1). Apabila ketidak jelasan dari 
peraturan pajak atas transaksi derivatif ini terus dibiarkan, sengketa antara aparat 
pajak dan wajib pajak  tersebut tidak dapat dihindari dan sulit untuk  diselesaikan.  
Ketidak jelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat 
dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Darussalam 
dan Septriadi, 2009, p.2). Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan negara, 
khususnya penerimaan dari sektor pajak. Sudah saatnya pemerintah Indonesia 
menjaga penerimaan pajak dari  kerugian derivatif untuk tujuan spekulasi yang 
tidak ada kaitannya dengan usaha, yaitu dengan cara mengadopsi peraturan pajak 
atas transaksi derivatif yang lebih baik dari Negara lainnya (Darussalam dan 
Septriadi, 2009, p.2).  
Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen 
laba telah berkembang pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif sebagai 
alat penghindaran pajak masih sangat langka, padahal derivatif keuangan dapat 
dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Penelitian Donohoe (2015) yang 
menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat merupakan salah satu studi 
yang menguji dan membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan 





derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak didorong oleh ambiguitas 
dalam peraturan pajak atas transaksi derivatif.  
Ambiguitas inilah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah 
untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Namun 
demikian, meskipun Donohoe (2015) berhasil membuktikan bahwa derivatif 
keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, hasil penelitiannya 
belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks negara lainnya yang memiliki 
sistem perpajakan yang berbeda, misalnya Indonesia.  
Banyak peristiwa yang telah mempopulerkan derivatif keuangan di 
Indonesia ditahun 2009. Salah satunya adalah kasus hukum bank yang menggugat 
nasabah lantaran dianggap wanprestasi gara-gara tak bisa membayar transaksi. 
Perkara PT Nubika Jaya vs Standard Character Bank, PT Esa Kertas Nusantara vs 
Bank Danamon, PT Permata Hijau Sawit vs Citibank NA, The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) vs PT. Toba Surimi Industri. 
Perkara ini dikarenakan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi derivatif sering 
melampaui nilai yang dapat dikendalikan perusahaan sehingga menimbulkan 
ambiguitas atau ketidak jelasan yang mengakibatkan kesulitan bagi para pihak 
yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi. Transaksi juga berpeluang 
menimbulkan Moral Hazard, dimana manajemen melakukan transaksi spekulasi 
dengan harapan meperoleh keuntungan (www.hukumonline.com diakses 11 April 
2017 pukul 12:32). 
Disisi lain, peristiwa pada laporan keuangan periode 2006, PT.Indosat 





dari perubahan nilai wajar atas transaksi derivative-bersih”(Loss on Change in 
Fair Value of Derivatifes-Net). Pengakuan atas kerugian ini muncul karena 
perusahaan tidak menerapkan PSAK sebagaimana mestinya. Dalam PSAK no 55 
“Akuntansi Instrumen Derivatif dan aktivitas lindung nilai” disebutkan bahwa 
transaksi derivatif mensyaratkan adanya dokumentasi formal atas analisa 
manajemen resiko dan analisa efektifitas transaksi jika ingin melindungi resiko 
dari transaksi derivative. Selain itu suatu entitas diwajibkan pula untuk 
melaporkan setiap transaksi derivatif paling tidak setiap tiga bulan dalam laporan 
keuangan perusahaan. Dalam surat yang ditujukan kepada manajemen Indosat 
(Management Indosat) pada tahun 2004, 2005 dan 2006, auditor eksternal Indosat 
menyarankan pihak manajemen Indosat untuk segera membenahi kebijakan 
formal manajemen resiko yang berkaitan dengan transaksi derivatif yang 
dilakukan oleh Indosat sebesar US$ 275 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun. Transaksi 
derivatif ini meliputi 17 kontrak perjanjian dengan berbagai institusi keuangan 
(http://memebali.blogspot.com diakses 11 April 2017 pukul 16:43). Hal ini 
memberikan contoh dari besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh 
perusahaan di Indonesia diakibatkan tidak adanya analisa yang memadai terhadap 
transaksi derivatif yang akan dilakukan. Akibat kerugian ini pula negara 
kehilangan potensi pajak baik atas laba bersih perusahaan maupun atas deviden 
yang dibagikan. 
Di Indonesia tidak ada peraturan perpajakan yang secara spesifik mengatur 
mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif (Darussalam dan Septriadi, 





ketidak jelasan dari peraturan tersebut untuk melakukan aktivitas penghindaran 
pajak dengan menggunakan  derivatif keuangan. Oleh karena itu, penelitian  ini 
bertujuan untuk menginvestigasi apakah derivatif keuangan dapat digunakan 
untuk memfasilitasi upaya penghindaran pajak perusahaan.  
Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia Pada awalnya tidak 
diatur dalam aturan setingkat undang undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan 
perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang–Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif 
statusnya menjadi sedikit lebih jelas dengan dikenakannya pajak bersifat final 
(sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 
lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU 
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang 
Diperdagangkan di Bursa.  
Sesuai dengan konteks sistem perpajakan yang ada di Indonesia, penelitian 
ini menekankan pada aspek sistem perpajakan atas transaksi derivatif yang lemah 
sebagai penyebab mengapa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat 
penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Oktavia dan 
Martani (2013). Dimana terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) 
perbedaan variabel kontrol, penelitian ini menggunakan ROA dan Ukuran 





Martani (2013) menggunakan Leverage dan Capital Intensity. Kemudian, (2) 
Objek penelitian yang digunakan berbeda, dimana penelitian ini menggunakan 
perusahaan sektor keuangan sebagai objek  penelitiannya, sedangkan penelitian 
Oktavia dan Martani (2013) menggunakan perusahaan sektor non keuangan 
sebagai objek penelitiannya. (4) tahun penelitian yang digunakan juga berbeda. 
Untuk penelitian ini periode yang digunakan dari tahun 2013-2016, sementara 
untuk penelitian Oktavia dan Martani (2013) periode yang digunakan dari tahun 
2009-2012. 
Berdasarkan temuan penelitian Donohoe (2015) serta Oktavia dan Martani 
(2013), maka penelitian ini akan menguji apakah derivatif keuangan dapat 
digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai alat penghindaran 
pajak. Adanya ketidak jelasan definisi spekulatif suatu transaksi derivatif dapat 
dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai alat 
penghindaran pajak. Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang 
pengaruh tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan terhadap 
penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan juga banyaknya penghindaran pajak 
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar 
negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang 
berjudul: “Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif  Keuangan 
dalam Aktivitas Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Keuangan yang 







1.2 Batasan Masalah 
Mengingat terlalu banyak permasalahan yang timbul maka untuk lebih 
mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 
kepada: Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam 
penghindaran pajak perusahaan publik di Indonesia yang ada di perusahaan 
keuangan yang terdaftar di BEI Indonesia. 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumya, maka 
dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Perusahaan Pengguna Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap 
Penghindaran Pajak? 
2. Apakah tingkat Pengungkapan Perusahaan Pengguna Derivatif Keuangan 
berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?   
3. Apakah Derivatif Keuangan berpengaruh positif terhadap Penghindaran 
Pajak? 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:  
1) Untuk Mengetahui Perusahaan Pengguna Derivatif Keuangan 
berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  
2) Untuk mengetahui Tingkat Pengungkapan Perusahaan Pengguna 





3) Untuk mengetahui Derivatif Keuangan berpengaruh positif 
terhadap Penghindaran Pajak. 
 
b. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 
antara lain adalah sebagai berikut:  
1) Kontribusi Teoritis  
Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis 
antara lain adalah sebagai berikut: 
a) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai 
bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk 
menambah ilmu pengetahuan. 
b) Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah 
pengetahuan akuntansi.  
c) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta 
menambah referensi mengenai topik ini.  
2) Kontribusi Praktis  
a) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih 
memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan 
yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.  
b) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja 






c) Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai 
penghindaran pajak (Tax Avoidance).  
1.5 Sistematika Penulisan  
Untuk lebih terarah penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membagi 
penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu dari penelitian 
ini. Selain itu bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis 
dari penelitian yang dilakukan 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan variabel penelitian, definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode penelitian serta  analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 






BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 
Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan 
serta saran bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
